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Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam
keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh
kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada
satupun pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan maupun mengeksekusi harta pailit tersebut, baik
debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Meskipun demikian, penerapan asas keadaan diam sendiri masih
belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehinggamasih
menimbulkan banyak kekeliruan dalam penerapannya. Salah satunya adal ah terkait dengan penerapan asas
keadaan diam terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau terhadap kreditur separatis.
Mengacu pada hukum keperdataan, kreditur separatis seharusnya memiliki hak didahulukan untuk
melakukan eksekusi sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hak tersebut harus
ditangguhkan terlebih dahulu selama harta pailit dalam keadaan diam atau yang disebut juga sebagai masa
stay, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini
akan membahas mengenai kesalahan majelis hakim dalam menerapkan asas keadaan diam perkara Putusan
Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 serta membahas mengenal akibat hukumnya terhadap kreditur pemegang
jaminan hak kebendaan atau kreditur separatis. M etode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis bagaimana majelis hakim
menerapkan asas keadaan diam serta penerapan dan akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 494
K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Dalam analisis yang dilakukan ditemukan bahwa majelis hakim dalam kasus pada
Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan
ketentuan periode keadaan diam yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004.

...... The principle of stay (automatic stay) provides that from the moment it is declared bankrupt by the
court, the debtor's insolvent property will bein a state of stay under the general confiscation of the curator,
which property will then be managed and taken care of by the curator until the insolvency proceedings end.
The general confiscation of the debtor's insolvent property causes no party to be alowed to transfer or
execute the bankruptcy property, whether the debtor, creditor, or third party. However, the application of the
principle of stay itself is still not comprehensively regulated in Law Number 37 of 2004, so it still causes
many errorsin its application. One of them is related to the application of the principle of stay to creditors
holding guarantees of treasury rights or to separatist creditors. Referring to civil law, separatist creditors
should have the right of precedence to carry out their own executions. Meanwhile, in Law Number 37 of
2004, this right must be suspended first as long as the bankruptcy property isin astate of stay, also known
as the stay period, which isregulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004. This study will
examine the panel of judges' error in applying the principle of stay in the case of Decision No. 494 K /
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Pdt.Sus-Pailit / 2013 and the legal consequences for creditors holding treasury rights guarantees or separatist
creditors. The research method used in this study isto use normative juridical research methods by
analyzing how the panel of judges applies the principle of stay and its application and legal consequences
based on Decision Number 494 K / Pdt.Sus-Pailit/ 2013. In the analysis, it was found that the judges in the
case of Decision No. 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 had misapplied the law by setting aside the provisions of the
period of stay regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004.



